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GOLPUT DALAM ETIKA DEMOKRASI PANCASILA.

Oleh : Untung Dwi Hanantv,

Akhir-akhir ini permasalahan tentang golput ramai dibicarakan terutama oleh
akademisi dan politisi, hal ini sehubungan dengan RUU tentang pemilu yang sedang
dibahas di DPR memasukan pasal 142: “Barang siapa dengarn sengaja mengacaukaﬁ,
menghatang-halangi alau mengganggu jalannya pemity  yang deeAenggafakén
menurut unaang-undang ini diancam  dengan pidana paling lema lina tahun’”.
Menurut Chozin Chumaedi, ketua panja RUU Pemilt DPR, bahwa crang yang
mengajak untuk golput bisa dikategorikan menghalang-halangi sehingga dapat
dikenai sanksi menurut pasal tersebut, | |

Pendapat demikian menimbulkan pro dan kontra, yang menghendaki agar
golput dilarang -'ada!ah berdasar pada agar pemilihan umum dan hasilnya
mendapatkan legitimasi dari rakyat sedang pendapat sebaliknya menyatakan bahwa
golput adalah hak yang harus dihormati dan golput adalah merupakan sikap politik
dan merupakan satu pilikan, sedangkan mengajak untuk golput adalah sah-sah saja
sepanjang tidak memaksakan kehendak, bahkan ‘mantan rektor UGM Prof. Dr.
Ichlasul Amal menyatakan: “kaiau benar pasal ity (}ne)’arang qolput) disetusis j:ebs
lebih kejam darf jaman orde baru, ﬁman' pak harto yang golput tidak apa-apa
sekarang malah mau dipidana. ‘ |

Tulisan ini mencoba membahas masalah golput dan ajakan untuk golput
ditijau dari sisi lain yaitu bagaimana menurut etika pancasila. »

- Pancasila sebaqm Dasar Negara.

Dalam meninjau permasalahan tersebut diatas sebagai suatu bangsa dan
negara tentunya jangan lepas dari Aundamental norm yang kita miliki yang sudah
menjadi kesepakatan bangsa semenjak bangsa ini berdiri termasuk juga sekarang di
era reformasi ini. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 menyatakan: Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari
Negara kesatuan RI hatus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan
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bernegara. Tap MPR No. III / MPR / 2000, menegaskan bahwa Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebagai sumber hukum dasar negara Republik
Indonesia . | ‘ |

Pembangunan hukum, politik, sosial dan pemerintahan di Indonesia harus
herdasarkan pada Pancasila _yaitu dengan sesanti “Bhinneka Tunggal Ia” yang
mampu imenampung pluralitas masyarakat Indonesia seharusnya jangan dimanipulasi
dengan m'embefikan wadah hukum yang hanya mementingkan satu atau beberapa
golongan tertentu, untuk itu maka kepada lembaga pembentuk hukum perlu adanya
kesadaran tentang etika politik yang berdasarkan pancasila tersebut.

Melihat perjalanan sejarah bangsa, pemimpin negara ini selalu berhenti {jatuh)
secara tidak wajar, hal ini diakibatkan karena para pemimpin tersebut belum
sepenuhnya mengindonesiakan pancasila, dalam arti menyusun sistem kenegaraain
dan sistem pemerintahan yang mendasarkan pada Panc’asila yang nyaman dengan
kemajemukan Indonesia balk dari segi agama, etnik ras maupun golongan. Sistem
kenegaraan dan pemerintahan tersebut harus diakomedasikan dalam hukum positif (
ius constitutum) sebagai pedoman pelaksanaan dalarn praktek ketatanegaraan dan

pemerintahan (s constituendum)

Demokrasl Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang berdasarkan pada pancasila
yaitu sila ke-empat yang diintegarsikan sila-sila yang i’ain‘ Sila ke-empat berbunyi
"‘Kerakyatan yang dwm:p/b oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan’, '

Kerakyatan berarti kekuasaan yang tertmggi berada dstangan rakyat,
kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat atau demokrasi. fkmal Kkebiiksaan
artinya pehggunaan pikiran atay ratio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan
persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar,
jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan’ hati
budi nurani. Permysyrawaratan. berarti: suatu tata cara khas kepribadian bangsa
Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak



rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau
mufakat. Perwakilan berarti: suatu sistem dalam arti cara (prosedure) mengusahakan
turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain
ditakukan meialui badan-badan perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin olel hikmat kebjiaksanaan a‘a/ém DEIMUSYawaratan

[ perwakilan berarti: bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem
pérwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang
dipimpin oleh ratio yang sehat sarta penuh rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan
Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. |

~ Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi yang penting, baru dipandang
demokratis apabila dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil serta diikuti oleh banyak partai yang memberikan banyak pilihan kepada para
pemilih. Pemilihan umum bukan hanya bertyjuan untuk memilih wakil-wakil rakyat
yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan / Perwakilan, melainkan juga
merupa\kan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan fata Kehidupan negara
yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan demokrasn Pancasila tentunya dalam melaksanakan pemihhan
umum adalah pemilihan umum yang diberkati dan atas rakhmat Tuhan Yang Maha
Esa, menghormati hak-hak manusia dengan tidak memaksakan kehendak kepada
orang Iain, dalam hal ini tentunya termasuk hak untuk memilih dan tidak memilih,
hak untuk memilih dan dipilih, hak berbicara dan mengemukakan pendapat
dihadapan orang laih, hak herkumpul dan berserikat, serta hak-hak lainnya.

Pemilihan umum yaing dilaksanakan jangan sampai memecah belah persatuan
dan kesatuan serta harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia,



Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah bangsa yang menghdrmati dan menjunjung tinggi Hak asasi
manusia, hal ini selain diatur dalam konstitusi juga merupakan falsafah dan budaya
bangsa yang terdapat dalam rumusan Pancaila.

Sila kedua Fancasila adalah:” Kemanusizan yang Adi- dan Beradab",
Kemanusizan: berasal dari kata ‘manusia, Yaitu Makhluk berbudi yang memitiki
potensi pikir , rasa dan karsa. Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang
merupakan esensia dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (human-
dignity).

| Hakekat manusia yang yang tersimpul dalam potensi pikir dan karsa ini
menyebabkan manusia menduduki martabat yang tinggi dan iuhur, sebab
dibandingkan dengan hewan {yang mempunyai nafsu) dan malaikat {yang memiliki |
alal), maka pada hakekatnya manusia manhusia memiliki kedua potensi itu (akal dan
nafsu). Karena kedua potesi itu hertentangan dengan watak dan kebutuhannya maka
keluhuran manusia terletak dalam kemampuannya mengendatikan 'pertentangari itu
‘bahkan membuatnya menjadi harmonis. Aristofeles berpendapat bahwa manusia
adalah makhluk yang berfikir {berasio) dan bebas berkehendak, yang berbeda sekali
dengan alam. | ' |

Adil : mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan
pada norma-norma obyektif. Adil mengandung pula pengertian bahwa suatu
keputusan atau tindakan tidak berdasarkan sifat-subyektif apalagi kesewenang-
wenangan. Prinsip adil tidak saja ditujukan kepada orang lain melainkan j}zga kepada
diri sendiri secara pribadi. Kita mengenal adanya keadiian distributif, yaitu keadilan
yang memberikan kepada setiap orang jatah atau hak menurut jasanya, keadifan
Komutatif vaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya
dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan, sedangkan keadilan yang ketiga
adalah keadifan fegalitas yaitu keadifan meliputi semua sikap dan tidakan yang
didasarkan atas nilai-nilai yang beriaku baik menurut norma agama , moral dan

hukum.,



Beradsh : berasal dari kata adab, yang berarti berbudaya. Beradab artinya
berbudaya ini mengandung makna bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu
berdasarkan nilai budaya, ferutaina norma-norma sosial dan kesusilaan (mdral)

‘Kemanusiaan yahg adil dan beradab berati: kesadaran sikap dan perbuatan
manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-
norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi sesama manusia maupun
terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab
adalah sikap-dan petbuatan serta keputusan manusia yang sesuai deﬁgan kodrat
hakekat manusia yang berbudi sadar nilai dan berbudaya. Karena itu Kemanusiaan
yang adil dan beradab merupakan “ikatan” atau kewajiban manusia {Indonesia)
untuk menjunjung norma-norma térutama hulcum -moral, ialah untuk memperiakukan
sesama manusia bahkan makhluk-makhluk hewani secara adit dan beradab
berdasarkan norma-norma.

Kandungan yang ada dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat
dijelaskan sebagai berikut ;- | ; )

. Bahwa Manusia sebagai makiuk cifntaan’ Tuhan Yang Maha Esa mempunyai
kekhususan yang bersifat universial, yaitu sifat kemanusiaan beserta segala
seginya. Bagi bangsa Indonesia Kemanusiaan Indonesia adalah kemanusiaan
yang adil dan beradab.

Pada hakekatnya ajaran kemanusiaan ini, memandang setiap manusia didunia ini
sederajad, yang harus diperlfakukan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk
Tuhan yang .mulia. Lebih jauh kemanusiaan yang dituntut oleh filsafat hidup
© bangsa Indonesia adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini berarti
bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajad dan sama
terhadap undang-undang hegara . Mempunyal k'ewajiban dan hak-hak yang sa&na
sehingge menumbubikan rasa keadilan diantara segenap warga-warganya.
Disamping itu sebagai cwi bangsa yang beradab, maka setiap warganya dijamin
haknva serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan

orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula



kemerdekaan menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang layak sesuai

dengan hak asasi manusia. _

Dengan demikian yang menjadi ukuran bagi hal-hal yang bertentangan dengan
kemanusiaan didalam semua kegiatan hidup ini adalah pilai kemanusiaan., sehingga
tindakan yang mempetkosa kemanusiaan berarti bertentangan dengan nilai-nilai

keadilan.

Hak untuk tidak memilih { Golput).

Pemifihan Umum tahun 7004 adalah pemilihan umum vang pertama setelah
Undang-Undang dasar 1945 mengalami amandemen. Tentunya Tujuan Pemilihan
umum tahun 2004 akan berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya karena
jembaga-lembaga negara juga mengalami perubshan terutama  Majelis
- Permusyawarata Rakyat (MPR), dan Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat
yang juga lewat pemilu. Undang- undang No. 3 Tahun 1999, yang mengatur
pemilihan umum Tahun 1999 perlu dirubah karena tidak seﬁuai lagt dengan
perkembangan masyarakat rnaupun perkembangan konstitusi. -

Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia baik pemilihan umum masa ordel
ama (tahun 1955) , pemilihan umum orde baru { 1971, 1977, 1982, 1987. 1992,
1997) maupun pemilihan umum pada era reformasi {1999), golongaﬁ'putih atau
golongan yang tidak memilth salah satu’ dari organisasi peserta pemilu selalu saja
ada, walaupun prosentasitiya naik turun, '

Merebaknya pembicaraan tentang golput ini dimulai menjelang pemilihan

urmum 1987, dimana saat itu ada kelompok diberbagai kota yang -di_pelopori oleh

mahasiswa di kampushya masing-masing mengadakan orasi (mimbar bebas) dan
diskusi-diskusi tentang golput yang kemudian berakhir dengan tindakan refresif
aparat kearmanan dengan menahgkap para tokoh dgn pimpinan mahasiswa tersebut.
Saat itu oleh rezim yang berkuasa, orasi dan diskusi tersebut dianggap melanggar
ketentuan yang ada, namun sebetulnya secara hukum-moral tuduhan tefsebut tidak
terbukti, yang:ada adalah mengganggu kepentingan subyektifitaé rezim penguasa.



Di era sekarang, era reformasi yaitu era demokrasi dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia arda Upaya untuk menciptakan hukum yang refresif, yaitu
melahii Undang-undang Pemilu untuk pémiiu 2004 dimana dalam RUU t_ersebut
merencanakan orang yang mengajak 'untukgolput termasuk kedalam orang yang
menghalang-halangi atau meng.acaukan pemilu dan untuk itu dapat dikenai pidana

maksimal ima tahun. |
' Rasanya keputusan untuk memidana crang yang mengajak golput jauh dari
prinsip kemanusiaan yémg adil dan beradab yang mengandung sikap dan perbuatan
serta keputusan manusia yang sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang [berbudi
sadar nilai dan berbudaya. Apabila hal ini sampai terjadi dan ketentuan mengenai hal
tersebut meniadi suatu keputusan negara maka bangsa dan negara ini menjadi
hangsa dan negara yang tidak beradab, karena ciri bangsa yang beradab antara lain
adalah setiap warganya dijamin' haknya serta kebebasannya yang menyangkut
hubungan dengan Tuhan, dengar orang-orang .seorang, dengan negara, dengan
masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat me'nt.:apai

kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.  Dengan den‘iikian yang
| menjadi ukuran bagi hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan didalam semua
kegiatan hidup ini adalah nilai_kemanusiaan., sehingga tindakan yang memperkosa
kemanusiaan berarti bertentangan dengan nilai-nilai keadilan,

Dalam pemilihan umum pemberian suara adalah hak setiap orang, bukan.
~ kewajiban, oieh karena itu mengambil keputusan untuk tidak memilih juga termasuk
hak. Kebebasan mengemukakan pendapat haik secara lesan maupun tertulis juga
 merupakan hak setiap orang dan hal tersebut dijamin oleh undang-undang,
mengajak orang fain untuk masuk kedalarn pilihannya adalah bagian dari hak untuk
mengemukakan p‘endapat" yaitu mengemukakan pendapat dimuka umum, hal
tersebut dijamin undang-undang. | |

Yang tidak sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang sadar nilai dan
berbudaya apabiia hal tersehu't dilékukan dengan adanya baksaan dalam bentuk

apapun, bilamana dilakukan dengan paksaan maka itu merupakan perkosaan



terhadap hak-hak kemanusiaan itu sendiri, apabila itu terjadi maka terhadapnya
dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP,

Perlu direnungkan disini, orang atau kelompok yang memasukan ketentuan
agat orang yang mengajak golpul dapat dikenai sanksi pidéna demi untuk
kepentingan orang atau kelompok tersebut  apakah termasuk dalam kategori
pemaksaan kehendak dan perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia ? apabila itu
benar maka orang atau kelompok inilah yang justru harus dikenai sanksi pidana, hal
ini senada dengan apa yang dikatakan oleh guru besar UGM Prof Dr. Muchsan, SH.
Bahwa apabila ketentuah tersebut diberlakukan akan membahayakan dan membunuh
demokrasi. |

Menurut hemat penulis keputuéan untuk -golput dan mengajak untuk golput
adalah merupakan hak sesebrang dan hak warga negara termasuk hak untuk
mengajak golput dimuka umum, hanya untuk yang terakhir tentunya harus sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan untuk mengemukakan pendapat
dimuka umum, hal ini penting agar tidak terjadi benturan kepentingan dan
pemaksaan kehendak. Kampanye Organisasi peserta pemilu pada prinsipnya
merupakan pernyataan kehendak dimuka umum itu tidak ditarang, bahkan
pengalaman pada pemilu yang lalu kampanye OPP dibiayai negara.

~ Mari kita berpolitik dan berriegara menurut etika yang berdasar pada budaya
bangsa yaitu etika yang berdasar pada pancasila, apabila dalam hukum dan praktek
ketatanegaraan terjadi suatu masalah mari kita meninjau nilai-nilai yang berlaku

sebagai kesepakatan bangsa dan negara ini.
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